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Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segalarahmat dan karuniaNya sehingga BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dapat menyusunLaporan Akuntabilitas  Kinerja (LAK) Tahun 2016, yang merupakan laporan atas pencapaiankinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016.Penyusunan LAK tahun 2016 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawabanPerwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara dalammemenuhi kewajiban pertanggungjawabannya atas tugas pokok dan fungsi dalam mengelolasegala sumber daya yang dimiliki sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yangmenyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranyaadalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementrian/ Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yangditetapkan.Pengukuran Kinerja Tahun 2016 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yangsudah ditetapkan dan di tandatangani pada tanggal 29 Januari 2016 di Jakarta. Dalam PKtersebut tercantum target-target Indikator Utama Kinerja (IKU) yang harus dicapai olehPerwakilan Provinsi Jawa Barat dalam Tahun 2016.Dalam pelaksanaannya, kami telah berusaha secara maksimal dengan memanfaatkanseluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana kerjauntuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang telah kami rencanakan guna mencapai targetIKU yang telah ditetapkan.Laporan Pencapaian kinerja ini diharapkan sudah menggambarkan kondisi realpencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan visi, misi, tujuan strategis dansasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitumemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan dapat digunakan sebagaiacuan dalam menyusun strategi yang tepat untuk merencanakan kegiatan dalam tahunberikutnya sehingga semua IKU yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target.Akhir kata, tugas BPK RI sebagai lembaga Negara yang mendapat mandat untukmemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, hanya dapat dilaksanakan denganmewujudkan BPK RI yang bebas, mandiri dan profesional. Selanjutnya Perwakilan Provinsi JawaBarat sebagai bagian dari BPK RI yang tidak terpisahkan akan terus meningkatkan perannyadalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara sertamewujudkan reformasi birokrasi yang berhasil guna.
Bandung, Februari 2017

Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Arman Syifa
NIP. 19690404 199003 1 003i
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1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih danbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden(Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yangmewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokokdan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dantujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatulembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam peraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  No. 29 Tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitaskinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unitkerja mandiri yang ditetapkan.Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat merupakanpertanggungjawaban kinerja dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPKPerwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2016-2020BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada September 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisipencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalamPerjanjian Kinerja Tahun 2016. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja  BPK PerwakilanProvinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini juga merupakan salah satu dasar dalam penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara V  Tahun 2016 dan Laporan AkuntabilitasKinerja BPK RI Tahun 2016.Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengacupada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang PelaporanAkuntabilitas Kinerja Pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa BaratBPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanan BPK RI. Berdasarkan Keputusantersebut, tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten diProvinsi Jawa Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasukmelaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN).
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2 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakanfungsi:1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Jawa Barat denganmengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana BPK;2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Jawa Barat berdasarkan rencana aksi, sertatugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangandaerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dantanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat,yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan TujuanTertentu;5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPKPerwakilan Jawa Barat;6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK RI PerwakilanProvinsi Jawa Barat;7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPKPerwakilan Provinsi Jawa Barat;8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasilpemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat,yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, danakuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka Sumbangan IHPS padalingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakanoleh Pemeriksa BPK maupun oleh Pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat dengan aparat pengawas internal pada entitas terperiksa;12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK PerwakilanProvinsi Jawa Barat;13. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan ProvinsiJawa Barat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifatpekerjaannya;14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsidan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;15. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untukdisampaikan kepada instansi penegak hukum;16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologiinformasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan ProvinsiJawa Barat;18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
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3 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

C. Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat
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4 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Sesuai dengan berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Pelaksanan BPK RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:
1. Sub Auditorat Jawa Barat ISub Auditorat Jawa Barat I, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung,Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kabupaten BandungBarat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.
2. Sub Auditorat Jawa Barat IISub Auditorat Jawa Barat II, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, KotaTasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka,Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumedang, serta BUMD dan lembaga terkaitdi lingkungan entitas tersebut.
3. Sub Auditorat Jawa Barat IIISub Auditorat Jawa Barat III, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, KabupatenPurwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi,Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok serta BUMD dan lembagaterkait di lingkungan entitas tersebut.
4. Sekretariat PerwakilanMempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum,hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancarantugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Perwakilan membawahiSubbag Humas dan Tata Usaha, Subbag SDM, Subbag Keuangan, Subbag Umum dan TeknologiInformasi dan Subbag Hukum.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa BaratSumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat perbulan Desember 2016 berjumlah 178 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 2 orangKepala Subauditorat, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 5 orang Kepala Subbagian, 116 orangstaf fungsional/teknis dan 53 orang staf penunjang pendukung. Pagu anggaran Perwakilan ProvinsiJawa Barat untuk tahun 2016 sebesar Rp43.070.557.000,00 dengan realisasi sebesarRp39.280.105.044,00 atau 91,19% dari total anggaran.
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5 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa BaratDalam rangka memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dengan fokus kepadapemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnisutama, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM, BPK Perwakilan ProvinsiJawa Barat telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 – 2020 berdasarkanKeputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 399/K/X-XIII.2/9/2016 tanggal 2 September2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BadanPemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.
Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut mengacu kepada Renstra BPK RIyang telah ditetapkan dengan Keputusan BPK RI Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015, tanggal 28Desember 2015 dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) Tahun 2016 – 2020 berdasarkanKeputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus2016.
Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020 memuat visi, misi,tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Visi    : ”Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untukmencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitasdan bermanfaat.
Misi   :1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secarabebas dan mandiri; dan2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, danprofesional.
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6 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Berdasarkan visi dan misi tersebut, terdapat 2 (dua) tujuan strategis yang akan dicapaipada akhir pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016 – 2020, yaitu :

Untuk mendukung tujuan strategis yang akan dicapai, maka BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat menetapkan satu Sasaran Strategis (SS), yaitu:
SS 1 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku
KepentinganHal ini mendukung langsung pencapaian SS 1 Eselon I yaitu “Meningkatnya pemanfaatan hasilpemeriksaan”. Di mana pencapaian SS 1 tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SS 1Eselon I yang secara langsung mendukung pencapaian SS 1 BPK “Meningkatnya pemahamanhasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan” dan SS 2 BPK “Meningkatnya kualitassistem pengendalian mutu”.
Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilankeputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016 – 2020, pemanfaatan hasilpemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalampencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti pentingkeberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.
Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD),pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansipenegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negaraIndonesia, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dankepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangkukepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsungterhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan(3) pemangku kepentingan lainnya.
Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ingin memastikan bahwapara pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaikitingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukungpencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akandifokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan parapemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui survei

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorongpengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara;2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorongpengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara.
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7 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

atas indeks kepuasan pemangku kepentingan, serta persentase penyelesaian tindak lanjut hasilpemeriksaan.
Sasaran Strategis BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat digambarkan dengan PetaStrategi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Peta strategis tersebut merupakan turunandari Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan pendukung pencapaiansasaran strategis AKN V. Berikut adalah Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara V danPeta Strategi Perwakilan Provinsi Jawa Barat :

Gambar 2.1 – Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK
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8 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Gambar 2.2 – Peta Strategi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dari Peta Strategi di atas, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat memiliki peranan dalammewujudkan Sasaran Strategis BPK dengan menetapkan sembilan sasaran strategi pada BPK RIPerwakilan Provinsi Jawa Barat.
Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut,BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 telah menyusun 26 (dua puluh enam)Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus ditetapkan pencapaian targetnya sebagai berikut:

SS Indikator Kinerja

SS 1

1.1 Persentase  Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi HasilPemeriksaan1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidanake IPH1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan DitamaRevbang
SS 2

2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan PelaksanaanPemeriksaan2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP2.3 Ketetapan Waktu Penyampaian LHP
SS 3 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan
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9 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

SS Indikator Kinerja3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
SS 4

4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara4.3 Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan PenyelesaianKerugian Negara ke Ditama Revbang

SS 5

5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan ProvinsiJawa Barat5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas KinerjaPerwakilan Provinsi Jawa Barat5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
SS 6

6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa6.2 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam PelatihanTeknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
SS 7 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan PerwakilanProvinsi Jawa Barat

Target Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Jawa BaratTarget pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam PerjanjianKinerja (PK) pada setiap tahunnya selama periode lima tahun. Berikut Sasaran Strategis, IKUdan target pencapaian IKU BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020, yaitu:
Tabel 2.1

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020

Sasaran Strategis Nama IKU
Target IKU

2016 2017 2018 2019 2020

SS 1. Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil
Pemeriksaan

IKU 1. Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan

60% 65% 70% 75% 75%

IKU 2. Indeks Kepuasan Auditee atas
Kinerja Pemeriksa BPK 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
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10 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Sasaran Strategis Nama IKU
Target IKU

2016 2017 2018 2019 2020

IKU 3. Persentase Penyampaian LHP
yang Mengandung Unsur Tindak Pidana
ke IPH

100% 100% 100% 100% 100%

IKU 4. Tingkat Pemenuhan
Permintaan Perhitungan Kerugian
Negara

100% 100% 100% 100% 100%

IKU 5. Tingkat Pemenuhan
Permintaan Pemberian Keterangan Ahli 100% 100% 100% 100% 100%

IKU 6. Jumlah Bahan Pendapat dan
Pertimbangan yang Dimanfaatkan
Ditama Revbang

1 1 1 2 2

SS 2. Meningkatkan
Kualitas
Perencanaan
Pemeriksaan

IKU 1. Tingkat Konsistensi antara
Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan
Pemeriksaan

85% 85% 88% 90% 90%

IKU 2. Rasio Jumlah LHP Kinerja
seluruh LHP 15% 16% 17% 18% 20%

IKU 3. Ketetapan Waktu
Penyampaian LHP 100% 100% 100% 100% 100%

SS 3. Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pemeriksaan

IKU 1. Pemenuhan Quality Control
(QC) Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100%

IKU 2. Pemenuhan Quality Assurance
(QA) Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100%

IKU 3. Tingkat Konsistensi dan
Akurasi Penyajian LHP 100% 100% 100% 100% 100%

SS 4. Meningkatkan
Kualitas Pemantauan
TLRHP dan Kerugian
Negara

IKU 1. Tingkat Kemutakhiran Data
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100%

IKU 2. Jumlah Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara 56 56 56 56 56

IKU 3. Ketetapan Waktu
Penyampaian Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara ke
Ditama Revbang

100% 100% 100% 100% 100%

SS 5. Meningkatkan
Kualitas Organisasi di
Lingkungan
Perwakilan Provinsi
Jawa Barat

IKU 1. Hasil Evaluasi Itama atas
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi
Jawa Barat

A A A A A

IKU 2. Tingkat Pemanfaatan
Teknologi dan Informasi 100% 100% 100% 100% 100%

IKU 3. Persentase Penyusunan Best-
Practice 0% 0% 0% 0% 0%

IKU 4. Persentase Penyebaran Best-
Practice 0% 0% 0% 0% 0%

IKU 5. Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat

100% 100% 100% 100% 100%

IKU 6. Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Bulanan 100% 100% 100% 100% 100%

IKU 7. Jumlah Media Relation yang
Dilaksanakan 2 2 2 2 2
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11 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Sasaran Strategis Nama IKU
Target IKU

2016 2017 2018 2019 2020

IKU 8. Tingkat Pemenuhan Sarana
dan Prasarana 95% 95% 96% 96% 96%

SS 6. Meningkatkan
Kompetensi Pegawai
di Lingkungan
Perwakilan Provinsi
Jawa Barat

IKU 1. Persentase Pemeriksa yang
Memenuhi Standar Jam Pelatihan
Pemeriksa

100% 100% 100% 100% 100%

IKU 2. Persentase Pemeriksa yang
Memenuhi Standar Jam Pelatihan
Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

90% 90% 90% 92% 93%

SS 7. Meningkatkan
Kinerja Anggaran di
Lingkungan
Perwakilan Provinsi
Jawa Barat

IKU 1. Tingkat Kinerja Implementasi
Anggaran di Lingkungan Perwakilan
Provinsi Jawa Barat

80% 80% 85% 85% 90%

B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Jawa BaratUntuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPKPerwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetpencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat selaku Eselon II dan PejabatEselon I (d.h.i. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada tanggal 29 Januari 2016. Berikutadalah IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang tertuang dalam PK Tahun2016, yaitu :
Tabel 2.2

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan

SS 1. Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil

Pemeriksaan

IKU 1.1
Persentase  Penyelesaian Tindak
Lanjut atas Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan

60%

Mengarahkan, mengevaluasi
dan memantau pelaksanaan

tindak lanjut hasil pemeriksaan

IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas
Kinerja Pemeriksa BPK 3,6

IKU 1.3
Persentase Penyampaian LHP
yang Mengandung Unsur Tindak
Pidana ke IPH

100%

IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan
Perhitungan Kerugian Negara 100%

IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan
Pemberian Keterangan Ahli 100%
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12 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan

IKU 1.6
Jumlah Bahan Pendapat dan
Pertimbangan yang
Dimanfaatkan Ditama Revbang

1
Merumuskan, mereviu dan

menyiapkan bahan rumusan
pendapat BPK

SS 2. Meningkatkan
Kualitas Perencanaan

Pemeriksaan
IKU 2.1

Tingkat Konsistensi antara
Rencana Pemeriksaan dan
Pelaksanaan Pemeriksaan

85%
Mengarahkan dan

mengevaluasi perumusan
rencana kegiatan perwakilan

IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh
LHP 15% berdasarkan rencana aksi serta

tugas dan fungsi perwakilan

IKU 2.3 Ketetapan Waktu Penyampaian
LHP 100%

Mengarahkan dan
mengevaluasi kegiatan

pemeriksaan sesuai dengan
standar pemeriksaan yang

berlaku

SS 3. Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pemeriksaan

IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC)
Pemeriksaan 100% Mengarahkan dan

mengevaluasi penyusunan
program dan pengendalian

kegiatan pemeriksaanIKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance
(QA) Pemeriksaan 100%

IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi
Penyajian LHP 100%

Mengarahkan dan
mengevaluasi hasil

pemeriksaan dalam rangka
penyusunan IHPS

SS 4. Meningkatkan
Kualitas Pemantauan
TLRHP dan Kerugian

Negara

IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100%

Mengarahkan, mengevaluasi
dan mengkompilasi kegiatan

dan hasil pemantauan
penyelesaian kerugian

Negara/daerah

IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara 56

IKU 4.3

Ketetapan Waktu Penyampaian
Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara ke
Ditama Revbang

100%

SS 5. Meningkatkan
Kualitas Organisasi di

Lingkungan Perwakilan
Provinsi Jawa Barat

IKU 5.1
Hasil Evaluasi Itama atas
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
Provinsi Jawa Barat

A
Mengarahkan dan

mengevaluasi rencana aksi dan
kinerja perwakilan

IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi
dan Informasi 100%

Mengarahkan, mengevaluasi
dan memantau kegiatan

pengelolaan dan pemanfaatan
TI

IKU 5.3 Persentase Penyusunan Best-
Practice 0

Mengarahkan dan
mengevaluasi rencana aksi dan

kinerja perwakilan

IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best-
Practice 0

IKU 5.5

Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
Provinsi Jawa Barat

100%

IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Bulanan 100% Menyusun dan melaporkan

hasil kegiatan berkala

IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang
Dilaksanakan 2 Merumuskan, mereviu dan

melaksanakan kegiatan humas

IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan
Prasarana 95%

Mengarahkan, mengevaluasi
dan memantau kegiatan

pengelolaan dan pemanfaatan
sarpras
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan

SS 6. Meningkatkan
Kompetensi Pegawai di
Lingkungan Perwakilan

Provinsi Jawa Barat

IKU 6.1
Persentase Pemeriksa yang
Memenuhi Standar Jam
Pelatihan Pemeriksa

100%
Mengarahkan, mengevaluasi
dan mengendalikan kegiatan

diklat pegawai
IKU 6.2

Persentase Pemeriksa yang
Memenuhi Standar Jam
Pelatihan Teknis/Manajerial
(Non Pemeriksa)

90%

SS 7. Meningkatkan
Kinerja Anggaran di

Lingkungan Perwakilan
Provinsi Jawa Barat

IKU 7.1
Tingkat Kinerja Implementasi
Anggaran di Lingkungan
Perwakilan Provinsi Jawa Barat

80%

Mengarahkan dan
mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan layanan administrasi
pemeriksaan

Dalam rangka mencapai target IKU Tahun 2016 yang telah ditetapkan, BPK PerwakilanProvinsi Jawa Barat menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2016, yangmenetapkan target kinerja setiap triwulanan selama satu tahun. Rencana Aksi PencapaianKinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Sasaran Strategis (SS)
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target
PK 2016

Rencana Pencapaian Kinerja Rencana Waktu
Penyelesaian Keterangan

Tw I Tw II Tw III Tw IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
SS1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
IKU
1.1

Persentase Penyelesaian Tindak
Lanjut atas Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan

60% 60% 60% 60% 60% Desember

IKU
1.2

Indeks Kepuasan Auditee atas
Kinerja Pemeriksa BPK

3,6 0 3,6 3,6 3,6 Desember

IKU
1.3

Persentase Penyampaian LHP
yang Mengandung Unsur Tindak
Pidana ke IPH

100% 100% 100% 100% 100% Desember IKU bonus

IKU
1.4

Tingkat Pemenuhan Permintaan
Penghitungan Kerugian Negara

100% 100% 100% 100% 100% Desember IKU bonus

IKU
1.5

Tingkat Pemenuhan Permintaan
Pemberian Keterangan Ahli

100% 100% 100% 100% 100% Desember IKU bonus

IKU
1.6

Jumlah Bahan Pendapat dan
Pertimbangan yang
Dimanfaatkan Ditama Revbang

1 0 0 0 1 Desember

SS2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
IKU
2.1

Tingkat konsistensi antara
Rencana Pemeriksaan dan
Pelaksanaan Pemeriksaan

85% 0% 85% 85% 85% Desember

IKU
2.2

Rasio Jumlah LHP Kinerja
terhadap seluruh LHP

15% 0% 0% 10% 15% Desember

IKU
2.3

Ketepatan Waktu Penyampaian
LHP

100% 100% 100% 100% 100% Desember

SS3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
IKU
3.1

Pemenuhan Quality Control (QC)
Pemeriksaan

100% 100% 100% 100% 100% Desember
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14 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

IKU
3.2

Pemenuhan Quality Assurance
(QA) Pemeriksaan

100% 100% 100% 100% 100% Desember

IKU
3.2

Tingkat Konsistensi dan Akurasi
Penyajian LHP

100% 0 100% 100% 100% Desember

SS4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
IKU
4.1

Tingkat Kemutakhiran Data
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

100% 0% 100% 100% 100% Desember

IKU
4.2

Jumlah Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara

56 0 28 28 56 Desember

IKU
4.3

Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara
ke Ditama Revbang

100% 0% 100% 100% 100% Desember

SS5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan
IKU
5.1

Hasil Evaluasi Itama atas
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

A 0 0 0 A Oktober IKU Tahunan
dalam bentuk
indeks/nilai
evaluasi yang
realiasasinya
ada di bulan
Oktober

IKU
5.2

Tingkat Pemanfaatan Teknologi
dan Informasi

100% 100% 100% 100% 100% Desember

IKU
5.3

Persentase Penyusunan Best-
Practice

0% 0% 0% 0% 0% Desember IKU tidak
ditargetkan di
tahun 2016

IKU
5.4

Persentase Penyebaran Best-
Practice

0% 0% 0% 0% 0% Desember IKU tidak
ditargetkan di
tahun 2016

IK
5.5

Presentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

100% 100% 100% 100% 100% Februari

IK
5.6

Presentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Bulanan

100% 100% 100% 100% 100% Desember

IK
5.7

Jumlah Media Relation yang
Dilaksanakan

2 0 1 1 2 Desember

IK
5.8

Tingkat Pemenuhan Sarana dan
Prasarana

90% 80% 83% 85% 90% Desember

SS6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan
IKU
6.1

Persentase Pemeriksa yang
Memenuhi Standar Jam
Pelatihan Pemeriksa

100% 30% 50% 80% 100% Desember

IK
6.2

Persentase pegawai yang
memenuhi jam pelatihan teknis/
manajerial (non pemeriksa)

90% 25% 50% 70% 90% Desember

SS7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan
IKU
7.1

Tingkat Kinerja Implementasi
Anggaran di Lingkungan
Perwakilan

80% 15% 40% 60% 80% Desember
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Namun demikian, pada semester II Tahun 2016 terdapat revisi atas Rencana KerjaPemeriksaan (RKP) yang mempengaruhi IKU 2.2 (Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruhLHP) yang sebelumnya target adalah 15% menjadi 22%. Oleh karena itu, rincian Sasaran targetIKU 2016 (setelah revisi RKP) adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 (setelah revisi RKP)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

SS 1. Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil

Pemeriksaan

IKU 1.1 Persentase  Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan 60%

IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK 3,6

IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur
Tindak Pidana ke IPH 100%

IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian
Negara 100%

IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan
Ahli 100%

IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang
Dimanfaatkan Ditama Revbang 1

SS 2. Meningkatkan
Kualitas Perencanaan

Pemeriksaan

IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan
Pelaksanaan Pemeriksaan 85%

IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP 22%

IKU 2.3 Ketetapan Waktu Penyampaian LHP 100%

SS 3. Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pemeriksaan

IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan 100%

IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan 100%

IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP 100%

SS 4. Meningkatkan
Kualitas Pemantauan
TLRHP dan Kerugian

Negara

IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan 100%

IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian
Negara 56

IKU 4.3 Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang 100%

SS 5. Meningkatkan
Kualitas Organisasi di

Lingkungan
Perwakilan Provinsi

Jawa Barat

IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
Provinsi Jawa Barat A

IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 100%

IKU 5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice 0

IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice 0
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat 100%

IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Bulanan 100%

IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan 2

IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 95%

SS 6. Meningkatkan
Kompetensi Pegawai

di Lingkungan
Perwakilan Provinsi

Jawa Barat

IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam
Pelatihan Pemeriksa 100%

IKU 6.2 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam
Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) 90%

SS 7. Meningkatkan
Kinerja Anggaran di

Lingkungan
Perwakilan Provinsi

Jawa Barat

IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan
Perwakilan Provinsi Jawa Barat 80%
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)

A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Capaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 berdasarkanhasil validasi semester II Tahun 2016 adalah 96,15. Skor kinerja Tahun 2016 ini menunjukkanpeningkatan dibandingkan skor Tahun 2015 sebesar 92,69. Peningkatan skor kinerja initerutama disebabkan karena:1. sebanyak 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) mencapai atau melebihi targetyang ditentukan dengan skor kinerja 100 s.d. 105;2. sebanyak enam IKU dengan skor <100 ( 55,33 s.d. 85,45);3. terdapat dua IKU bonus (IKU 1.3 dan IKU 1.5) yang tidak terdapat realisasinya. Namundemikian, dikarenakan IKU bonus, maka ketiadaan realisasi tidak mengurangi skorkinerja;  dan4. terdapat dua IKU (IKU 5.3 dan IKU 5.4) yang belum dihitung pada Tahun 2016.
Skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada tabelberikut:

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Skor
Kinerja

IKU 1.1 Persentase  Penyelesaian Tindak Lanjut atas
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 60% 60,17% 100,29

IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK 3,6 4,26 105

IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung
Unsur Tindak Pidana ke IPH 100% 0% 0

IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian
Negara 100% 102% 102

IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian
Keterangan Ahli 100% 0% 0

IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang
Dimanfaatkan Ditama Revbang 1 1 100

IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan
Pelaksanaan Pemeriksaan 85% 85% 100

IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP 22% 22,50% 102,30

IKU 2.3 Ketetapan Waktu Penyampaian LHP 100% 65,82% 65,82

IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan 100% 100% 100
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Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Skor
Kinerja

IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan 100% 100% 100

IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP 100% 55,33% 55,33

IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan 100% 100% 100

IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian
Negara 56 56 100

IKU 4.3 Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang 100% 62,50% 62,50

IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja
Perwakilan Provinsi Jawa Barat A A 100

IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 100% 79,36% 79,36

IKU 5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice 0% 0% 100

IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice 0% 0% 100

IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat 100% 100% 100

IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Bulanan 100% 100% 100

IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan 2 3,4 105

IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 95% 97,12% 105

IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam
Pelatihan Pemeriksa 100% 85,45% 85,45

IKU 6.2 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam
Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) 90% 62,90% 69,89

IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan
Perwakilan Provinsi Jawa Barat 80% 91,40% 105

Capaian tersebut tidak terlepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yangkonsisten dalam memperbaiki kinerjanya melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukansecara berkala.Adapun uraian lebih rinci mengenai pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Baratuntuk semua sasaran strategis sebagai berikut:
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil PemeriksaanSasaran Strategis ini diukur dengan enam IKU, yaitu IKU 1.1 - Persentase  Penyelesaian TindakLanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU 1.2 - Indeks Kepuasan Auditee atas KinerjaPemeriksa BPK, IKU 1.3 - Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur TindakPidana ke IPH, IKU 1.4 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara, IKU 1.5- Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli, dan IKU 1.6 - Jumlah BahanPendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.
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1. IKU 1.1 - Persentase  Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil
PemeriksaanRekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yangditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakanperbaikan.Rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti merupakan salahsatu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran BPK RI dalam mendorongpengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksana BPK untuk merumuskan rekomendasi yangdapat ditindaklanjuti oleh entitas dan memberikan peningkatan pada operasional ataukinerja yang menggambarkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesaiditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlakudibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke entitas dari seluruhhasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuantertentu selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.2. Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti

No. Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK Jumlah Persentase
(%)1 Sesuai dengan rekomendasi 5.831 60,04%2 Belum sesuai dan dalam proses 3.230 33,26%3 Belum ditindaklanjuti 638 6,57%4 Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah 13 0,13%

Jumlah Rekomendasi yang disampaikan 9.712 100%

Gambar 3.1. Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK
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Pencapaian atas IKU 1.1 - Persentase  Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi HasilPemeriksaan untuk tahun 2016 mencapai 60,17% dari 60% target yang ditetapkandengan skor 100,29.
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian IKU 1.1 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20141.1 Persentase  Penyelesaian TindakLanjut atas Rekomendasi HasilPemeriksaan 60% 60,17% 100,29 N/A N/A

Capaian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun 2016mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 60,17%.Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumya, peningkatan capaian tersebut disebabkanadanya komitmen yang kuat dari jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untukmelakukan upaya-upaya perbaikan antara lain melalui kegiatan pembahasan pemantauantindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan setiap semester selamakurun waktu tahun 2016 dengan Pemerintah Daerah dan Inspektorat Daerah di wilayahJawa Barat. Selain itu, peningkatan capaian tersebut juga dipengaruhi dengan adanyapenurunan target, yaitu 65% pada tahun 2015 menjadi 60% pada tahun 2016.Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

2. IKU 1.2 – Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPKSebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melaluipenyelenggaraan sistem pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini antara lain dilakukanmelalui survei untuk mengukur tingkat kepuasan pihak terperiksa atas kinerja timpemeriksa dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan.Pencapaian atas IKU 1.2 - Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK untuktahun 2016 mencapai 4,26 dari target indeks sebesar 3,6 yang ditetapkan dengan skor 105.

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

1.1. Persentase penyelesaian tindak lanjutatas rekomendasi hasil pemeriksaan 60% 65% 70% 75% 75% 60,17%
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Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IKU 1.2 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20141.2 Indeks Kepuasan Auditee atasKinerja Pemeriksa BPK 3,6 4,26 105 N/A N/A
Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

3. IKU 1.2 – Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke
IPHUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara Pasal 14 ayat (1)  disebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaanditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mandat tersebutmengisyaratkan peran BPK yaitu pada pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukandalam pelaksanaan pemeriksaan.Untuk tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum pernah melaporkan temuanpemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada Instansi Penegak Hukum (IPH),sehingga realisasi capaian IKU 1.3  Tahun  2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian IKU 1.3 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20141.3 Persentase Penyampaian LHPyang Mengandung Unsur TindakPidana ke IPH 100% 0% 0 N/A N/A

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

1.2. Persentase penyelesaian tindak lanjutatas rekomendasi hasil pemeriksaan 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 4,26
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Meskipun capaian IKU 1.3 pada tahun 2016 adalah 0, tetapi IKU ini merupakan IKU bonus.Artinya tidak tercapainya target IKU ini tidak akan berdampak pada pengurangan skorkinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.Perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunan sebagaimanayang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalahsebagai berikut:

4. IKU 1.4 – Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian NegaraBerdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganPasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugiannegara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yangdilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yangmenyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006  tersebut mewajibkan BPK untukmelakukan penghitungan jumlah kerugian negara. Selama tahun 2016, terdapat duaLaporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) yang diterbitkan dandisampaikan kepada IPH.  Kedua laporan tersebut adalah:a. LHP PKD atas Kegiatan Penyaluran BJB KPR dan Consumer Mortgage pada Bank BJBKarang Ampel Tahun 2014; danb. LHP PKD atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Buku Aksara Sunda TA2010 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.Realisasi capaian atas IKU 1.4  Tahun  2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian IKU 1.4 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20141.4 Tingkat Pemenuhan PermintaanPerhitungan Kerugian Negara 100% 102% 102 N/A N/A

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

1.3. Persentase Penyampaian LHP yangMengandung Unsur Tindak Pidana keIPH 100% 100% 100% 100% 100% 0%
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IKU 1.4 ini merupakan IKU bonus, sampai dengan Desember 2016 realisasi atas IKU inimencapai 102% yang melebihi target PK Tahun 2016, yaitu 100%.Perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunan sebagaimanayang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalahsebagai berikut:

5. IKU 1.5 – Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan AhliBerdasarkan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BadanPemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalamproses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Pemberian keterangan ahli inidiberikan berdasarkan LHP BPK dan dilakukan dalam rangka mendukung pemberantasanpraktek korupsi atas keuangan negara.Untuk tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum pernah permintaanPemberian Keterangan Ahli oleh Pengadilan, sehingga realisasi capaian IKU 1.5 Tahun2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IKU 1.5 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20141.5 Tingkat Pemenuhan PermintaanPemberian Keterangan Ahli 100% 0% 0 N/A N/A

Meskipun capaian IKU 1.5 pada tahun 2016 adalah 0, tetapi IKU ini merupakan IKU bonus.Artinya tidak tercapainya target IKU ini tidak akan berdampak pada pengurangan skorkinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

1.4. Tingkat Pemenuhan PermintaanPerhitungan Kerugian Negara 100% 100% 100% 100% 100% 102%
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Perbandingan realisasi IKU 1.5 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

6. IKU 1.6 – Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama
RevbangPemberian pendapat merupakan salah satu kewenangan BPK yang dijelaskan dalamUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepadapara pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.Pendapat BPK RI adalah pendapat yang diberikan oleh BPK RI kepada PemerintahPusat/Daerah, DPD, DPRD, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD danlembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK RI dapatmencakup antara lain perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, penyertaanmodal pemerintah, penjaminan pemerintah dan bidang lain yang berkaitan denganpengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan BPK dalam memberikan pendapat, makaseluruh satker pemeriksaan termasuk Perwakilan Provinsi Jawa Barat di dorong untukmemberikan masukan kepada Ditama Revbang.Selama tahun 2016 tedapat satu usulan bahan pendapat dari Perwakilan Provinsi JawaBarat yang telah disetujui dan dimanfaatkan oleh Ditama Revbang, yaitu: “PenghapusanPiutang PBB P2 yang telah Kadaluarsa” dan “Pemotongan Tunjangan Sertifikasi Guru dalamkaitannya dengan Pemenuhan Kewajiban 24 jam Mengajar Seminggu”. Pencapaian tersebuttelah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga pencapaian untuk IKU 1.6. ini adalah 1dengan score 100. Realisasi capaian IKU 1.6 Tahun  2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian IKU 1.6 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20141.6 Jumlah Bahan Pendapat danPertimbangan yangdimanfaatkan Ditama Revbang
1 1 100 N/A N/A

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

1.5. Tingkat Pemenuhan PermintaanPemberian Keterangan Ahli 100% 100% 100% 100% 100% 0%
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Perbandingan realisasi IKU 1.6 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

SS.2   Meningkatkan Kualitas Perencanaan PemeriksaanSasaran Strategis ini diukur dengan tiga IKU, yaitu IKU 2.1 - Tingkat Konsistensi antaraRencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, IKU 2.2 - Rasio Jumlah LHP Kinerjaseluruh LHP, dan IKU 2.3 - Ketetapan Waktu Penyampaian LHP.
1. IKU 2.1 – Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan

PemeriksaanIKU 2.1. ini mengukur kualitas perencanaan yang ditunjukkan dari konsistensi pelaksanaanpemeriksaan dibandingkan dengan rencana pemeriksaan tahunan yang tertuang dalamRencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP). Tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Baratmelakukan revisi atas RKP Tahun 2016 sebanyak 2 kali, hal ini dikarenakan adanyapenambahan output dari Pemeriksaan Kinerja (mengikuti Tematik Pemeriksaan Kinerjapada AKN V dan AKN VI)  dan output LHP PKN/D, namun penambahan atas output tersebuttanpa menambah anggaran.Realisasi capaian IKU 2.1  Tahun  2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian IKU 2.1 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20142.1 Tingkat Konsistensi antaraRencana Pemeriksaan danPelaksanaan Pemeriksaan

85% 85% 100 N/A N/A

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

1.6. Jumlah Bahan Pendapat danPertimbangan yangdimanfaatkan Ditama Revbang 1 1 1 2 2 1
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Perbandingan realisasi IKU 2.1 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

2. IKU 2.2 – Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHPPemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK RI merupakan rangkaian proses yangsistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dengan harapandapat melakukan penilaian secara independen atas aspek ekonomi dan efisiensi operasiserta aspek efektivitas (3E) dalam pencapaian hasil yang diinginkan.Tujuan IKU 2.2 ini adalah untuk meningkatkan peran serta BPK dalam mewujudkan good
governance melalui peningkatan pelaksanaan pemeriksaan kinerja.Realisasi Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan dalam Tahun 2016 mencapai 9 LHP dariseluruh jumlah LHP yang diterbit selama tahun 2016 yaitu sebanyak 40 LHP (non Banpoldan PKN).

Gambar 3.2. Pemeriksaan yang dilaksanakan
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

2.1. Tingkat Konsistensi antaraRencana Pemeriksaan danPelaksanaan Pemeriksaan 85% 85% 88% 90% 90% 85%
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Realisasi capaian IKU 2.2 Tahun  2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian IKU 2.2 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20142.2 Rasio Jumlah LHP Kinerjaterhadap Seluruh LHP 15%Menjadi22% (karenaada revisioutput RKP)

22,50% 102,30 N/A N/A

Perbandingan realisasi IKU 2.2 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

3. IKU 2.3 – Ketepatan Waktu Penyampaian LHPIKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melaluipengukuran ketepatan waktu penyampaian  LHP kepada entitas pemeriksaan/stakeholderberdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun program pemeriksaan. PengukuranIKU ini dilakukan atas jenis pemeriksaan keuangan, PDTT (tidak termasuk Banpol danPKN), dan kinerja pada periode tertentu.Pencapaian IKU ini dalam Tahun 2016 adalah 65,82% atau kurang dari target yangditetapkan sebesar 100% dengan skor 65,82. Tidak tercapainya IKU ini dikarenakanpenyelesaian Hasil Pemeriksaan pada Triwulan II tidak semuanya dapat diselesaikan tepatwaktu, yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, terlambatnya penyampaian LaporanHasil Pemeriksaan tersebut dikarenakan beberapa entitas yang terlambat menyerahkan LK
Unaudited dan penerapan pertama kali dari Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrualpada Pemerintah Daerah.BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berusaha selalu berkoordinasi dengan entitas,sehingga diharapkan untuk tahun 2017, penyerahan LK Unaudited oleh entitas tidakterlambat atau terkendala, sehingga pelaksanaan pemeriksaan LK danpenyerahan/penyampaian LHP dapat tepat waktu.

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

2.2. Rasio Jumlah LHP Kinerjaterhadap Seluruh LHP
15%menjadi22%(karena adarevisi outputRKP)

16% 17% 18% 20% 22,50%
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Realisasi capaian IKU 2.3 Tahun  2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian IKU 2.3 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20142.3 Ketepatan WaktuPenyampaian LHP 100% 65,82% 65,82 N/A N/A

Perbandingan realisasi IKU 2.3 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil PemeriksaanSasaran Strategis ini diukur dengan tiga IKU, yaitu IKU 3.1 - Pemenuhan Quality Control (QC)Pemeriksaan, IKU 3.2 - Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan, dan IKU 3.3 - TingkatKonsistensi dan Akurasi Penyajian LHP.
1. IKU 3.1 – Pemenuhan Quality Control (QC) PemeriksaanIKU ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK denganStandar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kode etik, dan Panduan ManajemenPemeriksaan (PMP) dalam rangka mengendalikan mutu pemeriksaan. Pemenuhan skor atasIKU 3.1 dilakukan dengan pengisian kuesioner atas kegiatan pemeriksaan mulai dariperencanaan sampai dengan pelaporan oleh Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP), PejabatStruktural Pemeriksaan (PSP), dan Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP).Untuk tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menargetkan tingkat pemenuhan

Quality Control sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, dengan skor 100.

IKU
Target Tahun

Realisasi
Tahun 2016

2016 2017 2018 2019 2020

2.3. Ketepatan WaktuPenyerahan LHP 100% 100% 100% 100% 100% 65,82%
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Realisasi capaian IKU 3.1 Tahun  2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian IKU 3.1 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20143.1 Pemenuhan Quality Control(QC) Pemeriksaan 100% 100% 100 N/A N/A

Perbandingan realisasi IKU 3.1 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

2. IKU 3.2 – Pemenuhan Quality Assurance (QA) PemeriksaanQuality Assurance dalam pemeriksaan adalah aktivitas reviu atas pengendalian mutu(quality control) yang diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan QualityAssurance dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaandan hasil pemeriksaan BPK telah memenuhi mutu dan dipersyaratkan sesuai standarpemeriksaan yang berlaku.Sama dengan QC, pemenuhan skor atas IKU 3.2 ini  dilakukan dengan pengisian kuesioneratas kegiatan pemeriksaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan oleh PemberiTugas Pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), dan Pejabat FungsionalPemeriksaan (PFP).Pada tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menargetkan tingkat pemenuhanquality assurance sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan skor 100. Realisasicapaian IKU 3.2  Tahun  2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

3.1. Pemenuhan Quality
Control (QC) Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tabel 3.13 Perbandingan Capaian IKU 3.2 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20143.2 Pemenuhan Quality
Assurance (QA)Pemeriksaan

100% 100% 100 100 100
Perbandingan realisasi IKU 3.2 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

3. IKU 3.3 – Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHPIKU ini menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi dalam penyusunan LHP agar LHPtidak mengandung kesalahan (zero defect) dan 100% akurat. Konsistensi dan akurasimerupakan syarat mutlak dalam penyajian LHP untuk menghindari adanya gugatan olehpihak-pihak terkait. Realisasi capaian IKU 3.3  Tahun  2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian IKU 3.3 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20143.3 Tingkat Konsistensi danAkurasi Penyajian LHP 100% 55,33% 55,33 N/A N/A

Tidak tercapainya target IKU 3.3, dikarenakan berdasarkan hasil reviu dari Direktorat EPPpada Semester I dan Semester II Tahun 2016 menunjukkan masih terdapat permasalahanatas akurasi dan konsistensi dalam penyajian LHP yang diterbitkan. Dengan rata-ratatingkat konsistensi dan akurasi, yaitu : Untuk LHP LKPD sebesar 38%, LHP Kinerja sebesar93%, dan LHP DTT sebesar 35%.BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berupaya untuk lebih meningkatkan keakurasiandan konsistensi dalam penyajian LHP yang diterbitkan untuk Tahun 2017, sehingga dapatmencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 100%.

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

3.2. Pemenuhan Quality
Assurance (QA)Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Perbandingan realisasi IKU 3.3 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian NegaraSasaran Strategis ini diukur dengan tiga IKU, yaitu IKU 4.1 – Tingkat Kemuktahiran DataTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, IKU 4.2 - Jumlah Laporan Pemantauan PenyelesaianKerugian Negara, dan IKU 4.3 - Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan PemantauanPenyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang.
1. IKU 4.1 – Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanIKU ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjutyang dilakukan oleh pejabat terperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untukdigunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Ikhtisar Hasil PemeriksaanSemester (IHPS). Realisasi capaian IKU 4.1  Tahun  2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian IKU 4.1 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20144.1 Tingkat Kemuktahiran DataTindak Lanjut HasilPemeriksaan
100 % 100% 100 N/A N/A

Perbandingan realisasi IKU 4.1 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

3.3. Tingkat Konsistensi danAkurasi Penyajian LHP 100% 100% 100% 100% 100% 55,33%

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

4.1. Tingkat KemuktahiranData Tindak Lanjut HasilPemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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2. IKU 4.2 – Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian NegaraLaporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan danjumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan. IKU 4.2 bertujuan untukmendorong Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negarasehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara baik dari sisi jangka waktupenyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti Kerugian negara/daerah yang diterbitkanpada tahun 2016 adalah sejumlah 56 LHP dengan skor kinerja 100. Nilai IKU 4.2 ini telahmencapai target yang ditetapkan sejumlah 56 LHP. Berikut adalah realisasi capaian IKU 4.2Tahun 2016:
Tabel 3.16 Perbandingan Capaian IKU 4.2 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20144.2 Jumlah Laporan PemantauanPenyelesaian Kerugian Negara 100 56 100 N/A N/A

Perbandingan realisasi IKU 4.2 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

3. IKU 4.3 – Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian  Negara ke Ditama RevbangMerupakan penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yangdisampaikan Perwakilan ke Ditama Revbang (d.h.i Direktorat EPP) dengan tembusanDitama Binbangkum. Bertujuan untuk mengukur ketepatan penyampaian laporanpemantauan penyelesaian ganti kerugian negara dengan tepat waktu. Realisasi capaian IKU4.3  Tahun  2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

4.2. Jumlah LaporanPemantauan PenyelesaianKerugian Negara 56 56 56 56 56 56
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Tabel 3.17 Perbandingan Capaian IKU 4.3 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20144.3 Ketepatan WaktuPenyampaian LaporanPemantauan PenyelesaianKerugian  Negara ke DitamaRevbang
100% 62,50% 62,50 N/A N/A

Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti Kerugian negara/daerah yang diterbitkanpada tahun 2016 adalah sejumlah 56 LHPt Runeg, namun demikian penyampaian laporanpemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah pada Semester I Tahun 2016 yangdisampaikan tepat waktu kepada Ditama Revbang hanya 7 LHPt Runeg dari 28 LHPt, hal inidikarenakan mundurnya pelaksanaan pemantauan kerugian negara/daerah dari jadwalsehingga penyelesaian LHPt pun tidak sesuai jadwal seharusnya.BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berupaya untuk lebih meningkatkan ketepatanwaktu penyampaian LHPt Runeg ke Ditama Revbang untuk Tahun 2017, sehingga dapatmencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 100%.Perbandingan realisasi IKU 4.3 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan PerwakilanSasaran Strategis ini diukur dengan delapan IKU, yaitu IKU 5.1 – Hasil Evaluasi Itama atasAkuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, IKU 5.2 - Tingkat PemanfaatanTeknologi dan Informasi, IKU 5.3 - Persentase Penyusunan Best-Practice, IKU 5.4 - PersentasePenyebaran Best-Practice, IKU 5.5 - Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan AkuntabilitasKinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, IKU 5.6 - Persentase Ketepatan Waktu PenyampaianLaporan Bulanan, IKU 5.7 - Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan, dan IKU 5.8 - TingkatPemenuhan Sarana dan Prasarana.

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 20204.3. Ketepatan WaktuPenyampaian LaporanPemantauan PenyelesaianKerugian Negara keDitama Revbang 100% 100% 100% 100% 100% 62,50%

BP
K 
Pe
rw
ak
il
an
 P
ro
vi
ns
i 
Ja
wa
 B
ar
at



34 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

1. IKU 5.1 – Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa
BaratDalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja PerwakilanProvinsi Jawa Barat, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK, makaPerwakilan Provinsi Jawa Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja(LAK) setiap tahunnya. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjaPerwakilan Provinsi Jawa Barat, LAK ini akan dievaluasi oleh Inspektorat Utama secaraperiodik.Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama No. 219m/ND/XI/10/2016, tanggal 25 Oktober2016, Perihal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa BaratTahun 2015 dinyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memperoleh nilaisebesar 83,81% atau dengan kategori “A” (Memuaskan). Dengan demikian, capaian atas IKU5.1  telah sesuai dengan target Tahun 2016 yaitu “A”. Untuk itu, realisasi capaian IKU 5.1Tahun  2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian IKU 5.1 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20145.1 Hasil Evaluasi Itama atasAkuntabilitas KinerjaPerwakilan Provinsi JawaBarat
A A 100 N/A N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.1 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:
IKU

Target Tahun Realisasi
Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

5.1. Hasil Evaluasi Itama atasAkuntabilitas KinerjaPerwakilan Provinsi JawaBarat A A A A A A
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2. IKU 5.2 – Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan InformasiTeknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukanuntuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologiinformasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, database dan jaringan teknologiinformasi yang diprioritaskan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnisdalam organisasi.Mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh dari pemanfaatan TI dan tingginya biayauntuk membangun infrastruktur TI, maka membudayakan “IT Culture” di lingkunganorganisasi merupakan syarat mutlak. Untuk itu, beberapa aplikasi TI dijadikan indikatordalam mengukur capaian IKU 5.2 yaitu: SISDM, pemanfaatan e-mail, e-drive, SMP, danportal e-Audit. Realisasi capaian IKU 5.2  Tahun  2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.19 Perbandingan Capaian IKU 5.2 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20145.2 Tingkat PemanfaatanTeknologi dan Informasi 100% 79,36% 79,36 100 100

Target IKU 5.2 pada tahun 2016 tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan masih banyakpegawai yang dalam melaksanakan tugasnya tidak memanfaatkan e-mail dan e-driveinternal BPK. Adapun pemanfaatan portal e-Audit tidak maksimal dikarenakan sebagianbesar pemeriksa hanya mengakses portal e-Audit semata-mata untuk menguji manifestdari maskapai penerbangan tertentu. Jenis pengujian ini biasanya hanya dilakukan padapemeriksaan atas Laporan Keuangan ataupun Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.Rincian tingkat pemanfaatan TI Tahun 2016 di Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaiberikut: (1) Layanan Dasar: email dan e-drive: 74,72%; (2) Layanan Aplikasi Umum: SISDM:89,05%; (3) Layanan Pemeriksaan: SMP dan portal e-Audit: 66,30%.Perbandingan realisasi IKU 5.2 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:
IKU

Target Tahun Realisasi
Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

5.2. Tingkat PemanfaatanTeknologi dan Informasi 100% 100% 100% 100% 100% 79,36%
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3. IKU 5.3 – Persentase Penyusunan Best-PracticeIKU 5.3 digunakan untuk mengukur penyusunan jumlah best-practices yang telah terujidalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK. Namun demikian, Pengukuranatas capaian Penyusunan Best-Practice belum dilakukan pada tahun 2016, sehinggarealisasi capaian IKU 5.3 pada 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.20 Perbandingan Capaian IKU 5.3 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20145.3 Persentase Penyusunan

Best-Practice
0% 0% 100 N/A N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.3 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

4. IKU 5.4 – Persentase Penyebaran Best-PracticeIKU 5.4 digunakan untuk mengukur penyebaran jumlah best-practices yang telah terujidalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK. Namun demikian, Pengukuranatas capaian Penyebaran Best-Practice belum dilakukan pada tahun 2016, sehingga realisasicapaian IKU 5.4 pada 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.21 Perbandingan Capaian IKU 5.4 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20145.4 Persentase Penyebaran

Best-Practice
0% 0% 100 N/A N/A

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

5.3. Persentase Penyusunan
Best-Practice 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Perbandingan realisasi IKU 5.4 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

5. IKU 5.5 – Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Perwakilan Provinsi Jawa BaratIKU 5.5 digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian LAK PerwakilanProvinsi Jawa Barat secara tepat waktu sebagaimana yang diatur dalam KeputusanSekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan AkuntabilitasKinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK. LAK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun2015 disampaikan kepada Kepala Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Kepala PerwakilanProvinsi Jawa Barat Nomor  64/ND/XVIII.BDG/02/2016 tanggal 15 Februari 2016, sehinggarealisasi capaian IKU 5.5. pada tahun 2016 adalah:

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian IKU 5.5 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20145.5 Persentase KetepatanWaktu PenyampaianLaporan AkuntabilitasKinerja PerwakilanProvinsi Jawa Barat
100% 100% 100 N/A N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.5 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 20205.4. Persentase Penyebaran

Best-Practice 0% 0% 0% 0% 0% 0%

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 20205.5. Persentase KetepatanWaktu PenyampaianLaporan AkuntabilitasKinerja PerwakilanProvinsi Jawa Barat 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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6. IKU 5.6 – Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BulananTujuan IKU ini adalah untuk mendorong unit kerja agar menyusun dan menyampaikanlaporan bulanan secara tepat waktu. Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan adalahsesuai dengan POS Perencanaan, yaitu tanggal 10 di bulan berikutnya. Capaian IKU 5.6Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada 2016 adalah 100% dengan skor 100, artinya BPKPerwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 menyampaikan laporan bulanannyasecara tepat waktu. Adapun realisasi capaian IKU  5.6 Tahun 2016 adalah:
Tabel 3.23 Perbandingan Capaian IKU 5.6 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20145.6 Persentase KetepatanWaktu PenyampaianLaporan Bulanan 100% 100% 100 N/A N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.6 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

7. IKU 5.7 – Jumlah Media Relation yang DilaksanakanMedia relation dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan tugas, fungsi serta peran BPKkepada stakeholders BPK, antara lain para insan media. Media merupakan sarana yangpaling efektif untuk mengenalkan BPK kepada masyarakat.Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun2016  adalah menyusun siaran pers atas kegiatan perwakilan, melaksanakan konferensipers  pada saat Penyerahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Jawa Barat TA 2015 diKantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat (DPRD), Media Workshop pada23 Agustus 2016, dan talkshow melalui TVRI Stasiun Jawa Barat pada 20 Desember  2016.

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

5.6. Persentase KetepatanWaktu PenyampaianLaporan Bulanan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Adapun realisasi capaian IKU  5.7 Tahun 2016 adalah:
Tabel 3.24 Perbandingan Capaian IKU 5.7 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20145.7 Jumlah Media Relationyang Dilaksanakan 2 3,4 105 N/A N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.7 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

8. IKU 5.8 – Tingkat Pemenuhan Sarana dan PrasaranaSarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsungberfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkankinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tersedianya fasilitas kerja sesuaidengan standar sarana dan prasarana kerja merupakan pendorong tercapainya standarkinerja yang diharapkan.IKU ini bertujuan untuk menilai rata-rata persentase tingkat pemenuhan sarana danprasarana kerja dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.Pada Tahun 2016, Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah mencapai pemenuhan standarsarana dan prasarana kerja sebesar 97,12% atau melebihi target 95% dengan skor 105.Pencapaian ini meningkat dibandingkan pencapaian pada tahun sebelumnya. Untuk tahun2017 Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berusaha mempertahankan pencapaian IKU ini.Adapun realisasi capaian IKU  5.8 Tahun 2016 adalah:
Tabel 3.25 Perbandingan Capaian IKU 5.8 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20145.8 Tingkat Pemenuhan Saranadan Prasarana 95% 97,12% 105 101,99 N/A

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

5.7. Jumlah Media Relationyang Dilaksanakan 2 2 2 2 2 3,4
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Perbandingan realisasi IKU 5.8 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan PerwakilanSasaran Strategis ini diukur dengan dua IKU, yaitu IKU 6.1 – Persentase Pemeriksa yangMemenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, dan IKU 6.2 - Persentase Pemeriksa yangMemenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).
1. IKU 6.1 – Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan PemeriksaSetiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar PemeriksaanKeuangan Negara  (SPKN), standar jam pelatihan yang harus dipenuhi setiap pemeriksa pertahunnya adalah 40 jam. IKU ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensimelalui pendidikan dan latihan bagi pegawai pemeriksa untuk memenuhi standarpendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN.Untuk tahun 2016, realisasi IKU 6.1 adalah sebesar 85,45% dengan skor kinerja 85,45. NilaiIKU 6.1 ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Kondisi tersebutdisebabkan keterbatasan jumlah pemeriksa di Perwakilan yang tidak sebanding dengantingginya frekuensi pemeriksaan. Hal tersebut menyebabkan jadwal diklat berbarengandengan tugas pemeriksaan yang harus segera diselesaikan. Untuk itu, kedepannya akandilakukan perencanaan yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan diklat yang disesuaikandengan waktu pemeriksaan. Realisasi capaian IKU 6.1 pada tahun 2016 dapat dilihat padatabel berikut:

Tabel 3.26 Perbandingan Capaian IKU 6.1 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20146.1 Persentase Pemeriksa yangMemenuhi Standar JamPelatihan Pemeriksa 100% 85,45% 85,45 73,08% 76,47%

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

5.8. Tingkat PemenuhanSarana dan Prasarana 95% 95% 96% 96% 96% 97,12%
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Untuk Tahun 2017, Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berusaha untuk meningkatkanpencapaiannya menjadi 100%. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan cara memberikankesempatan diklat kepada seluruh pemeriksa minimal 40 jam dalam satu tahun. Salah satuupaya adalah melaksanakan diklat yang diselenggarakan di Perwakilan dengan persetujuanPusdiklat.Perbandingan realisasi IKU 6.1 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

2. IK 6.2 – Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non
Pemeriksa)Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai liniorganisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yangrelevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yangbersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa baik staf maupunpejabat struktural dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang yangdiemban.Untuk tahun 2016, realisasi IKU 6.2 adalah sebesar 62,90% dengan skor kinerja 69,89.Nilai IKU 6.2 ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%. Kondisi tersebutdisebabkan beberapa jadwal pelaksanaan diklat dilaksanakan bersamaan dengan waktupenugasan di lingkungan Sekretariat Perwakilan.Realisasi capaian IKU 6.2 pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian IKU 6.2 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20146.2 Persentase Pegawai yangMemenuhi Jam PelatihanTeknis/Manajerial (NonPemeriksa)
90% 62,90% 69,89 N/A N/A

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 2020

6.1. Persentase Pemeriksayang Memenuhi StandarJam Pelatihan Pemeriksa 100% 100% 100% 100% 100% 85,45%
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Perbandingan realisasi IKU 6.2 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

SS.7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan PerwakilanPelaksanaan seluruh tugas di BPK harus didukung oleh sumber daya keuangan negara. Olehkarena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetapmemperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkanpemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerjasehingga memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepadaorganisasi.Melalui Sasaran Strategis ini, BPK berupaya untuk meningkatkan pertanggungjawabananggaran dan juga pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerjaBPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.Sasaran Strategis ini diukur dengan satu IKU, yaitu IKU 7.1 – Tingkat Kinerja ImplementasiAnggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
1. IKU 7.1– Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi

Jawa BaratTujuan IKU 7.1 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsippenganggaran berbasis kinerja. Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dinilai dari empat indikator, yaitu:penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaiankeluaran, dan efisiensi.Pencapaian IKU ini pada Tahun 2016 mencapai 91,40% atau melebihi target yangditetapkan sebesar 80% dengan skor 105.  Pencapaian ini naik dibandingkan dengan tahunsebelumnya, yaitu Tahun 2015 sebesar 93,13%.

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 20206.2. Persentase Pegawai yangMemenuhi Jam PelatihanTeknis/Manajerial (NonPemeriksa) 90% 90% 90% 92% 93% 62,90%
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Realisasi capaian IKU 7.1 pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.28 Perbandingan Capaian IKU 7.1 – Tahun 2014, 2015 dan 2016IKU Uraian Target2016 Realisasi2016 Capaian IKU2016 2015 20147.1 Tingkat KinerjaImplementasi Anggaran diLingkungan PerwakilanProvinsi Jawa Barat

80% 91,40% 105 103,48 N/A

Perbandingan realisasi IKU 7.1 pada tahun 2016 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

B. Realisasi AnggaranRealisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan dalam mencapai kinerja tahun2016 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.29 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran

Kegiatan Anggaran Realisasi
Persentase

(%)

1 Pemeriksaan Keuangan Negara danPemantauan Penyelesaian KerugianNegara 23.275.726.000,00 20.598.033.886,00 88,50%
2 Pelayanan Kesekretariatan,Kehumasan dan Kerjasama LuarNegeri 1.310.891.000,00 1.167.693.984,00 89,08%
3 Manajemen Sumber Daya Manusia 12.357.760.000,00 11.703.434.627,00 94,71%
4 Pengelolaan danPertanggungjawaban KeuanganNegara 608.152.000,00 606.099.999,00 99,66%
5 Pengelolaan Sarana dan Prasaranaserta Layanan Umum 5.518.028.000,00 5.204.842.548,00 94,32%

Total anggaran 43.070.557.000,00 39.280.105.044,00 91,20%

IKU
Target Tahun Realisasi

Tahun
20162016 2017 2018 2019 20207.1. Tingkat KinerjaImplementasi Anggaran diLingkungan PerwakilanProvinsi Jawa Barat 80% 80% 85% 85% 90% 91,40%
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini merupakanperwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja yang dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Baratyang memuat baik keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan maupun belumtercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi BPK, yaitumenjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilaidasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara yangakuntabel dan transparan.Pencapaian skor kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2016 adalah 96,15,dengan pencapaian sesuai target atau melebihi target untuk 16 (enam belas) Indikator KinerjaUtama (IKU) yaitu: Persentase  Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan,Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK, Tingkat Pemenuhan Permintaan PerhitunganKerugian Negara, Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang,Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, Rasio Jumlah LHPKinerja seluruh LHP, Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan, Pemenuhan Quality Assurance(QA) Pemeriksaan, Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Jumlah LaporanPemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas KinerjaPerwakilan, Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan,Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan Perwakilan, Jumlah Media Relationyang Dilaksanakan, Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana, dan Tingkat Kinerja ImplementasiAnggaran di Lingkungan Perwakilan.Terdapat 2 (dua) IKU bonus yaitu Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur TindakPidana ke IPH (IKU 1.3) dan Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli (IKU 1.5)yang tidak terdapat realisasinya. Namun, dikarenakan IKU bonus, maka ketiadaan realisasi tidakmengurangi skor kinerja. Kemudian terdapat 2 (dua) IKU yaitu Persentase Penyusunan Best-
Practice (IKU 5.3) dan Persentase Penyebaran Best-Practice (IKU 5.4) yang belum dihitung padaTahun 2016.Selain IKU yang pencapaian sesuai target atau melebihi target, terdapat 6 (enam) IKU yang tidakmencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:1. IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP;2. IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP;3. IKU 4.3 Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara keDitama Revbang;4. IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
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5. IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa; dan6. IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (NonPemeriksa).Namun demikian, capaian target kinerja secara keseluruhan pada 2016 menunjukkankecenderungan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Permasalahan dan kendala utama yang menjadi penyebab tidak tercapainya beberapa target IKUBPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yaitu :1. Kesiapan sebagian besar entitas di Jawa Barat yang terlambat menyampaikan LK Unauditedkepada BPK, selain itu Tim Pemeriksaan LK banyak yang menyelesaikan LHP tidak sesuaiwaktu yang dijadwalkan, karena banyak permasalahan dari entitas itu sendiri, sehinggadiperlukan kehati-hatian dan kecermatan dalam penyelesaian penyusunan LHP LK.2. Sebagian besar pemanfaatan portal e-Audit digunakan untuk mengecek manifest pada saatpemeriksaan LKPD dan pemeriksaan DTT. Namun demikian, Pada triwulan III Tahun 2016,sebagian besar jenis pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksan kinerja denganmemanfaatkan portal kinerja yang tidak merupakan komponen penilaian dari IKU 5.2. Selainitu banyak pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas yangbelum memanfaatkan secara maksimal terhadap email dan e-drive BPK.3. Jadwal diklat sering bersamaan waktunya dengan tugas pemeriksaan/kesekretariatan yangharus segera diselesaikan, serta penawaran jadwal diklat kesekretariatan yang tidak pas,sering kali jadwal diklat untuk kesekretariatan yang ditawarkan pada semester I, padahalpada saat yang sama banyak pegawai pada sekretariat perwakilan diperbantukan dalammelaksanakan tugas Pemeriksaan LKPD yang dilaksanakan secara serentak.Upaya-upaya yang akan dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datanguntuk meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan adalah dengan memanfaatkan hasilevaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka perbaikan pengelolaan kinerja,meningkatkan SDM pengelola kinerja, dan perbaikan dalam perencanaan.
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FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA

Satuan Kerja : BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Skor

(1) (2) (3) (4) (5)

SS 1. Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil

Pemeriksaan

IKU 1.1 Persentase  Penyelesaian Tindak Lanjut atas
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 60% 60,17% 100,29

IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja
Pemeriksa BPK 3,6 4,26 105

IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang
Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH 100% 0% 0

IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan
Perhitungan Kerugian Negara 100% 102% 102

IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian
Keterangan Ahli 100% 0% 0

IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan
yang Dimanfaatkan Ditama Revbang 1 1 100

SS 2. Meningkatkan
Kualitas Perencanaan

Pemeriksaan

IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana
Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan 85% 85% 100

IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP 22% 22,50% 102,30

IKU 2.3 Ketetapan Waktu Penyampaian LHP 100% 65,82% 65,82

SS 3. Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pemeriksaan

IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC)
Pemeriksaan 100% 100% 100

IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA)
Pemeriksaan 100% 100% 100

IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian
LHP 100% 55,33% 55,33

SS 4. Meningkatkan
Kualitas Pemantauan
TLRHP dan Kerugian

Negara

IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan 100% 100% 100

IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara 56 56 100

IKU 4.3
Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan
Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
ke Ditama Revbang

100% 62,50% 62,50

SS 5. Meningkatkan
Kualitas Organisasi di

Lingkungan
Perwakilan Provinsi

Jawa Barat

IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas
Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat A A 100

IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan
Informasi 100% 79,36% 79,36

IKU 5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice 0% 0% 100

IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice 0% 0% 100

IKU 5.5
Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
Provinsi Jawa Barat

100% 100% 100
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Skor

(1) (2) (3) (4) (5)

IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Bulanan 100% 100% 100

IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan 2 3,4 105

IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 95% 97,12% 105

SS 6. Meningkatkan
Kompetensi Pegawai

di Lingkungan
Perwakilan Provinsi

Jawa Barat

IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi
Standar Jam Pelatihan Pemeriksa 100% 85,45% 85,45

IKU 6.2
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi
Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial
(Non Pemeriksa)

90% 62,90% 69,89

SS 7. Meningkatkan
Kinerja Anggaran di

Lingkungan
Perwakilan Provinsi

Jawa Barat

IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di
Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat 80% 91,40% 105

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp43.070.557.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp39.280.105.044,00
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FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA

Satuan Kerja : BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Skor

(1) (2) (3) (4) (5)

SS 1. Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil

Pemeriksaan

IKU 1.1 Persentase  Penyelesaian Tindak Lanjut atas
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 60% 60,17% 100,29

IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja
Pemeriksa BPK 3,6 4,26 105

IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang
Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH 100% 0% 0

IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan
Perhitungan Kerugian Negara 100% 102% 102

IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian
Keterangan Ahli 100% 0% 0

IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan
yang Dimanfaatkan Ditama Revbang 1 1 100

SS 2. Meningkatkan
Kualitas Perencanaan

Pemeriksaan

IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana
Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan 85% 85% 100

IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP 22% 22,50% 102,30

IKU 2.3 Ketetapan Waktu Penyampaian LHP 100% 65,82% 65,82

SS 3. Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pemeriksaan

IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC)
Pemeriksaan 100% 100% 100

IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA)
Pemeriksaan 100% 100% 100

IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian
LHP 100% 55,33% 55,33

SS 4. Meningkatkan
Kualitas Pemantauan
TLRHP dan Kerugian

Negara

IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan 100% 100% 100

IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara 56 56 100

IKU 4.3
Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan
Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
ke Ditama Revbang

100% 62,50% 62,50

SS 5. Meningkatkan
Kualitas Organisasi di

Lingkungan
Perwakilan Provinsi

Jawa Barat

IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas
Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat A A 100

IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan
Informasi 100% 79,36% 79,36

IKU 5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice 0% 0% 100

IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice 0% 0% 100

IKU 5.5
Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
Provinsi Jawa Barat

100% 100% 100
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Skor

(1) (2) (3) (4) (5)

IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Bulanan 100% 100% 100

IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan 2 3,4 105

IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 95% 97,12% 105

SS 6. Meningkatkan
Kompetensi Pegawai

di Lingkungan
Perwakilan Provinsi

Jawa Barat

IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi
Standar Jam Pelatihan Pemeriksa 100% 85,45% 85,45

IKU 6.2
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi
Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial
(Non Pemeriksa)

90% 62,90% 69,89

SS 7. Meningkatkan
Kinerja Anggaran di

Lingkungan
Perwakilan Provinsi

Jawa Barat

IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di
Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat 80% 91,40% 105

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp43.070.557.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp39.280.105.044,00
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